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ABSTRAK

Tujuan Program Kampung Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta
pembangunan sektor terkait, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Namun
dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor belum berjalan secara kolaborasi. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan
Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Burai Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Latar belakang penelitian ini adalah belum terlaksananya
secara kolaborasi kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di
Desa Burai. Penelitian ini menggunakan teori Djuhendi Tadjudin, terdapat tiga tahapan
pengelolaan manajemen kolaboratif yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif dan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian
ini mengungkapkan bahwa proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja
kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di Desa Burai belum
berjalan sesuai dengan tujuan program, hal ini terjadi karena kurangnya komitmen dari
kelompok kerja, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lintas sektor Kampung KB Berseri
di Desa Burai masih berjalan secara ego sektoral. Model kolaborasi yang digunakan adalah
reactive model, karena kelompok kerja dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini yang disebabkan oleh belum lengkapnya
peraturan yang digunakan. Jadi, saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu perlu
adanya modifikasi peraturan oleh leading sector secara lebih jelas, karena belum ada standar
operasional prosedur atau regulasi khusus mengenai bentuk, pola, maupun model kolaborasi
antar kelompok kerja. Sehingga kelompok kerja bisa lebih berkomitmen dalam mendukung
kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri di Desa Burai.

Kata Kunci: Manajemen Kolaborasi, Program Kampung Keluarga Berencana di Desa
Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
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ABSTRACT

The purpose of family planning program is to improve life quality of the society in
village through the KKBPK program and to build a sector linked, in purpose to reach a
quality of little family. But, in the implementation, the activity of cross sector has not run
collaboratively. Because of that, this study head to get to know further how the management
collaboration of cross sector activity implementation in family planning village program at
Burai Village, Tanjung Batu Subdistrict, Ogan Ilir Regency. The study background is cross
sector activity collaboration of family planning village program has not been implemented
yet at Burai Village. This study uses theory of Djuhandi Tadjudin, there are three steps of
managing management collaboration that is planning, implementation, and evaluation. The
type of this study is descriptive with qualitative method with data collective method is done
through documentation technique, observation, and interview. Result of this study reveals
that collaboration process implemented by team work of cross-sector activity in family
planning village program at Burai Village has not yet been implemented according to the
program objectives. This result appears because less of commitment by team work, so that
implementation process of cross-sector activity in_family planning village at Burai Village
still goes in sectoral ego. The model of collaboration used is reactive model as team work is
able to choose to participate or not participate in this implementation activity. So, the
suggestion related to the results of this study is that there is a need for more clear
modification of regulations by the leading sector, because there is no standard operating
procedure or special regulation regarding the form, pattern, or model of collaboration
between team work. So that team work is able to have more commitment in supporting cross-
sector activity in family planning village program at Burai Village.

Keywords: Management Collaboration, Family Planning Village Program at Burai
Village Tanjung Batu Subdistrict Ogan Ilir Regency.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penduduk merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang tidak baik tentunya akan mempersulit tercapainya tujuan
pembangunan dan menimbulkan masalah peningkatan jumlah penduduk. Namun
sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan disemua aspek dan
mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia setelah
negara Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2016, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 258.704.986 jiwa dan masih akan terus
meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk sedemikian banyak tentunya menimbulkan
berbagai permasalahan yang terjadi, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pertumbuhan penduduk ini sudah menjadi masalah yang mendesak
negara-negara di dunia. Mulyadi (2003:16) menyatakan bahwa tingginya angka
pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang dapat menghambat
proses pembangunan. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan
masyarakat ialah karena adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan
ekonomi dan kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan penduduk
yang pesat juga berdampak pada ledakan penduduk. Pada tahun 1970 pemerintah Indonesia
sudah berupaya mengambil langkah mengatasi permasalahan penduduk dengan
menjalankan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Kependudukan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pernah terbukti menekan laju pertumbuhan



penduduk di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 1971-1980 adalah 2,31%. Jika dilihat dalam sepuluh tahun berikutnya,
angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,47% pada tahun
1990-2000. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa
dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49%. Artinya, ada penambahan sekitar 3 juta
penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan sebesar ini, pada tahun 2016 jumlah penduduk
Indonesia mencapai 258.704.986 jiwa. Ledakan penduduk yang terjadi ini harus menjadi
perhatian serius bagi pemerintah agar mengambil upaya lain untuk mengatasi permasalahan
ini.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana menekankan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) untuk tidak hanya memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk
saja, namun masalah pembangunan keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Kemudian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin
mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat,
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan
kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh
masing-masing tingkatan perintah yaitu: (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub
urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, (4) sub urusan Sertifikasi

dan Standarisasi.



Dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah periode 2015-20109,
BKKBN diberikan amanat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita),
terutama pada Agenda Prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, agenda prioritas ke-5
“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” serta agenda prioritas ke-8 “Revolusi
karakter bangsa” melalui pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta
melaksanakan strategi pembangunan Nasional 2015-2019 melalui pembangunan bidang
kesehatan mental atau karakter (revolusi mental) untuk di integrasikan ke dalam Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik
Indonesia Ir. Joko Widodo mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu program
yang dapat memperkuat upaya pencapaian target Pembangunan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019 dan menjadi ikon BKKBN serta dapat secara
langsung bersentuhan dengan masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal
ini kemudian disepakati BKKBN membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB).
Berdasarkan petunjuk teknis kampung KB (2015:3-4) menjelaskan bahwa Kampung
Keluarga Berencana (KB) merupakan satuan wilayah setingkat Desa/ Kelurahan yang
memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga
berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan
secara sistematik dan sistematis. Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu
inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program
KKBPK. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu
sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi

tanggung jawab masyarakat.



Menurut Zuhriyah (2017:2) Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model
miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh di lini lapangan yang melibatkan
seluruh Bidang lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian atau Lembaga,
Mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Kegiatan di Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan
kontrasepsi, akan tetapi sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan
berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya
perubahan cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Desa yang dulunya tertinggal,
terbelakang, kumuh dan warganya kurang berpendidikan, melalui Program Kampung KB
menjadi desa yang maju dan berkembang.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Kampung KB dari Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2015:8) ada beberapa kriteria yang
menentukan layak atau tidaknya sebuah daerah dijadikan Kampung KB antara lain: Jumlah
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera 1 tingkat desa/kelurahan kampung tersebut berada. Serta jumlah peserta
KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan kampung tersebut
berlokasi. Sedangkan kriteria wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10
kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: 1. Kumuh 2. Pesisir atau Nelayan 3. Daerah
Aliran Sungai (DAS) 4. Bantaran kereta api 5. Kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan)
6. Terpencil 7. Perbatasan 8. Kawasan Industri 9. Kawasan Wisata 10. Padat Penduduk.

Program kampung KB terus dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia, termasuk
di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten di
Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan Program Kampung KB. Pada tahun

2018 melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD) Kabupaten Ogan Ilir sudah ada 28
Kampung KB yang tersebar di 16 Kecamatan yang dicanangkan. Adapun di bawah ini desa-
desa di Kabupaten Ogan llir yang telah dicanangkan menjadi Kampung KB sebagai berikut:

Tabel 1. Desa Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Ogan Ilir

No Kecamatan Nama Desa Kampung Nama Kampung Tahun
KB KB Pencanangan
1 | Muara Kuang Kaelampadu Lavender 2017
Srikembang Tegar 2018
2 | Tanjung Batu Burai Berseri 2016
Tanjung Atap Indah 2017
3 | Tanjung Raja Belantai Belanti Hebat 2017
4 | Indralaya Tanjung Seteko Gemilang 2017
5 | Pemulutan Sembadak Seroja 2017
Pegayut Harapan 2018
6 | Rantau Alai Talang Sari Talang Sari 2017
Sanding Marga Mutiara 2018
Tanjung Emas Bunga Desa 2018
7 | Indralaya Utara Palemraya Palem 2017
8 | Indralaya Selatan | Arisan Gading Makmur 2017
Soak Batok Ikhlas 2018
9 | Pemulutan Selatan | Ulak Aur Standing Harapan Baru 2017
Sungai Ondok Jaya Bersama 2018
10 | Pemulutan Barat Arisan Jaya Plamboyan 2017
Kamal Anggrek 2018
Ulak Petangisan Serumpun 2018
11 | Rantau Panjang Jaga Raja Sejahtera 2017
Rantau Panjang Ilir Bahagia 2018
12 | Sungai Pinang Tanjung Serian Elok 2017
13 | Kandis Lubuk Rukam Hikmah 2017
Lubuk Segonang Nurhikmah 2018
14 | Rambang Kuang Sukananti Tunas Bangsa 2017
Lubuk Tunggal Harapan Mulia 2018
15 | Lubuk Keliat Kasih Raja Perikas 2017
16 | Payaraman Tebedak | Cendana 2017

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD) Kabupaten Ogan lIlir

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu
merupakan Desa yang pertama kali dicanangkan menjadi Kampung KB di Kabupaten Ogan
llir. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPKBP3AD)



Kabupaten Ogan lIlir dicanangkanlah Kampung KB di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu
pada tanggal 2 April 2016 yang diresmikan langsung oleh Ketua BKKBN Dr. Surya Chandra
Surapaty, MPH., Ph.D.

Latar belakang dipilihnya Desa Burai menjadi Kampung KB ialah melihat dari
kriteria wilayah yang berada di aliran sungai, kumuh, jauh dari pusat kota dan tidak adanya
transportasi umum menuju ke sana serta tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) masih rendah. Kriteria inilah yang dinilai cocok untuk dijadikan Kampung
KB, sehingga kegiatan-kegiatan Program Kampung KB bisa tepat sasaran.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Kampung KB dari Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2015:6) salah satu ruang lingkup kegiatan
Kampung KB ialah kegiatan lintas sektor yang terdiri dari kementerian atau Lembaga, Mitra
kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan wilayah yang dicanangkan
menjadi Kampung KB. Untuk di Kabupaten Ogan Ilir hal ini tercantum di dalam Surat
Keputusan Bupati Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana
Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa instansi dan mitra kerja terkait yang berkolaborasi
melaksanakan kegiatan lintas sektor di Kampung KB. Adapun beberapa instansi yang
dimaksud ialah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK),
Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas
Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) dan Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
(DPPKBP3AD). Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan kegiatan lintas sektor yang

termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan Kampung KB bisa berjalan dengan baik, sehingga



tujuan-tujuan Program Kampung KB yang merupakan tempat terintegrasinya program
pembangunan bisa tercapai.

Melihat dari Surat Keputusan Kepala Desa Burai No 12 Tahun 2017 Tentang
Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Berseri Desa Burai Kecamatan Tanjung
Batu Kabupaten Ogan Ilir, sudah ada beberapa dinas yang terlibat dalam kegiatan lintas
sektor program kampung keluarga berencana. Adapun dibawah ini data yang menunjukkan
pelaksanaan kegiatan lintas sektor kampung KB oleh kelompok kerja di desa Burai, sebagai
berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektor di Desa Burai oleh Kelompok Kerja
Kampung Keluarga Berencana

No Kelompok Kerja Keterangan

1. | Bidang KKBPK Sudah I\/Ielakganakan

Program Kerja

Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja
Sudah Melaksanakan
Program Kerja

2. | Bidang Keagamaan

3. | Bidang Kesehatan

4. | Bidang Pertanian dan Perternakan

5. | Bidang Reproduksi

6. | Bidang Ekonomi

7. | Bidang Pendidikan

8. | Bidang Pembinaan Lingkungan

Sumber: Petugas Lini Lapangan Keluarga Berencana, 2019

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor
kampung KB di desa Burai semua kelompok kerja sudah melaksanakan kegiatan. Namun,
dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara berkolaborasi oleh kelompok kerja. Dinas
yang terlibat menganggap kegiatan yang dilaksanakan di burai sebagai program kerja dari
dinasnya masing-masing, karena mereka mempunyai rencana kerja dan kepentingan yang
berbeda. Sehingga kegiatan lintas sektor program kampung keluarga berencana berseri desa

burai belum berjalan dengan baik.



Kolaborasi merupakan kerjasama antar individu, kelompok atau organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara sendiri-sendiri
(Sabaruddin, 2015;25). Hogue (2003:6-8) dalam Sabaruddin (2015:25) menjelaskan sebagai
bentuk relasi dan kerjasama antar organisasi, kolaborasi berbeda dengan koordinasi.
Perbedaannya terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungannya.
Koordinasi merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan
bersama dengan tujuan yang bersifat statis. Hubungan antar organisasi dalam koordinasi
bersifat independen. Pada kolaborasi, seluruh pihak bekerjasama dan membangun consensus
untuk mencapai suatu keputusan yang menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Relasi
antar pihak bersifat terus menerus dan oleh karena itu kolaborasi dinamis dan saling
tergantung (interdependen). Jadi, untuk mencapai keberhasilan kegiatan lintas sektor
kampung KB di desa Burai, kelompok kerja harus berkolaborasi dengan baik, sehingga
program-program yang telah direncanakan dari kelompok kerja bisa terlaksana.

Masalah belum berjalannya kolaborasi di kegiatan lintas sektor Program Kampung
KB ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Ogan Ilir saja, namun rata-rata setiap Kabupaten
di Indonesia mempunyai masalah yang sama. Padahal kunci keberhasilan kegiatan lintas
sektor Program Kampung KB ialah kolaborasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian
ini ialah Bagaimana Manajemen Kolaborasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga
Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah

untuk mengetahui manajemen kolaborasi, tahapan manajemen kolaborasi, serta model



manajemen kolaborasi yang ada di Kegiatan Lintas Sektor Program Kampung Keluarga
Berencana di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan llir.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan
dengan Konsentrasi Manajemen Sektor Publik tentang Program Kampung Keluarga
Berencana.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran
dan masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait agar
pelaksanaan program kampung keluarga berencana berjalan dengan baik lagi sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
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